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Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai suku 
bangsa yang beraneka ragam, maka corak pemerintahan sentralis 
bukanlah tipe ideal sistem pemerintahan yang cocok untuk mengatur 
wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan beragam. untuk itu 
diaturlah corak pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistem 
pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah berdasarkan corak desentralisasi. Diskusi tentang efektivitas 
pelayanan publik dalam otonomi daerah menjadi semakin menarik 
untuk dibicarakan, sebagaimana dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Peran dinas tenaga 
kerja dalam bidang ketenagakerjaan perlu diketahui bagaimana peran 
dinas tenaga kerja kota Bandar Lampung di bidang ketenagakerjaan 
yang telah terlaksana berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar lampung berdasarkan Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2) 
Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Penelitian ini bertujuan 1) 
Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 
lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. 2) Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah 
terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar lampung 
berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar 
belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial 
tentunya bersifat apa adapanya, individu, kelompok, lembaga atau 
masyarakat.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data bersifat deskriptif 




Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dinas 
Tenaga Kerja dalam pelayanan bidang ketenaga kerjaan di Kota 
Bandar Lampung, diantaranya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 
Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Informasi Kesempatan Kerja, 
Hubungan Industrial dan Pelayanan Kartu Kuning. Terdapatstrategi 
yang dilakukan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang 
ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung, yaitu dengan melibatkan 
masyarakat, dimana dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dan 
untuk mengikuti kegiatan pelatihan.Kendala yang dihadapi Dinas 
Tenaga KerjaKota Bandar Lampung dalam pelayanan 
Ketenagakerjaan terbagi 2(dua) yaitu segala bentuk penghambat dan  
tidak  tepat sasaran yang disebabkan oleh kemampuan SDM yang 
terbatas dan minimnya keterlibatan masyarakat. Dalam pandangan 
Fiqh Siyasah upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja sudah sesuai 
dengan syariat Islam dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat 
sekaligus menjadikan lebih tertib sehingga tidak menimbulkan 
kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. 
Manusia sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat memakmurkan 
bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam 
selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul 


























































                                 
                     
 
“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kalian akan 
dikembalikankepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan 
yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 





























Penulis haturkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi 
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yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih. 
3. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan 
suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh 
mengerjakan karya tulis. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
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baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam 
menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau 
dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin. 
Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk 
menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN 
Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). 
Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak 
sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan 
ini kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN 
Raden Intan Lampung. 
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah 
UIN Raden Intan Lampung. 
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, 
terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis 
untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. dan Bapak Arif Fikri, 
S.H.I., M.Ag. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang 
telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikanarahan 
dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Junedi Sembiring, S. Sos, Ibu Lenny Widyawati, S.E dan 
Bapak Muhammad kabul, S.Sos., Selaku Pegawai Dinas 
Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan 
xi 
 
waktunya untuk wawancara sampai penulis menyelesaikan 
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A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna 
judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu 
makna dari istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini 
adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas 
Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan” (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota 
Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 
adalah sebagai berikut:  
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 
kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan 
penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif 
untuk memecahkan suatu persoalan.
1
 
2. Fiqh Siyᾱsah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 




3. Peran yaitu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu 
lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu 
lembaga/organisasi biasanya diaturdalam suatu ketetapan 
yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.
3
 
4. Dinas Tenaga Kerja adalah lembaga pemerintahan yang 
memiliki fungsi sebagai membina, mengendalikan dan 
pengawasan dibidang ketenagakerjaan dan memberikan 
                                                          
1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 186. 
2Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 
(Jakarta: Kencana, 2014), 4. 
3Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 504. 
 2 
pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus 
sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan 
memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan 




5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenegakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah 
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
5
 
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas 
dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah 
suatu kajian penyelidikan proses atau gagasan dari dinas tenaga 
kerja dalam melaksanakan perannya dibidang ketenagakerjaan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam 
perspektif Fiqh Siyᾱsah. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu perundang-
undangan yang banyak disoroti oleh masyarakat. Undang-undang 
tersebut memuat beberapa ketentuan barumenyangkut 
kepentingan buruh dan perusahaan. Salah salah satu topik 
diantaranya adalah bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam 




Dalam menjalankan perannya, Pemerintah daerah 
diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan 
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah 
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
                                                          
4
Mariam Budiarjo, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang:CV. Widya 
Karya, 2010), 265. 
5Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
6Muhammad Tholkah Hasan, Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Jakarta: DSS Publishing, 2006), 1. 
 3 
Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor 
penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah perbaikan kinerja pelayanan 
publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah 
di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang 
membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun 
kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang 
lebih kuat di mata publik. Perubahan lingkungan strategis dalam 
kepemerintahan mempengaruhi cara pendekatandalam 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 




Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Daerah seperti 
memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, hak-hak 
dasar tenaga kerja perempuan dan program pelatihan 
pemberdayaan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk 
pelayanan publik, sehingga dapat diketahui keberpihakan Dinas 
Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung terhadap tenaga kerja 
yang ada.  
Di samping itu pelayanan di bidang ketenagakerjaan 
merupakan salah satu retribusi Kota Bandar Lampung. 
Penyelenggaraan dilakukan pemerintah daerah agar setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan 
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang 
disebutkan sebelumnya, maka Pemerintah menetapkan kebijakan 
pengupahan yang melindungi hak pekerja/buruh. 
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral 
dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-
undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja 
                                                          
7Muhammad Azhar, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011), 12. 
 4 
serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan 
merata, baik materiil maupun spiritual.
8
 
Manusia dibekali oleh Tuhan dengan beberapa potensi 
dasar, yang sangat membantu manusia dalam melakukan 
kegiatan-kegiatan hidupnya. Potensi-potensi dasar itu berupa 
potensi ragawi atau fisik, potensi nalar atau akal dan potensi hati 
nurani dan qalbu. Pengembangan dan aktualisasi fungsi ketiga 
potensi tersebut kerap kali tidak berjalan dan berkembang dengan 
baik, sehingga mengurangi kemampuan manusia dalam 
menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
9
 
Kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik dan 
bahagia bila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu 
ia harus bekerja dan Allah SWT telah menyediakan segala 
sesuatunya di muka bumi berupa kekayaan alam yang dapat 
diolah dan dikelola sehingga dapat dinikmati oleh 
manusia.
10
Allah SWT berfirman: 
                            
                         :سورة التوبة(
٥٠١) 
 “Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 
itu, dan kalian akan dikembalikankepada (Allah) Yang 
Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya 




                                                          
8Putra Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Thafa 
Media, 2014), 62. 
9Muhammad Tholkah Hasan, Islam dan Sumberdaya Manusia, (Jakarta: 
Lantoboraees, 2005), 106. 
10 Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan 
Sunnah Alih Bahasa kathun Suhadi,(Yogyakarta: Assafa, 2000), 46. 
11Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV 
Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), 201. 
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Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 
dengan kehidupan manusia. Good Governance (tata 
pemerintahan yang baik) telah lama menjadi mimpi banyak orang 
Indonesia. kendati pemahaman mengenai Good Governance 
berbeda-beda, sebagian dari mereka membayangkan bahwa 
dengan good governance  mereka akan dapat memiliki kualitas 
pemerintahan yang lebih baik. 
Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan 
memiliki praktik governance yang lebih baik maka kualitas 
public pelayanan public menjadi semakin baik, angka korupsi 




Dalam UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat (1) disebutkan 
bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk 
republik. Ini berarti bahwa Negara yang berbentuk Negara 
kesatuan, maka segenap kekuasaan atau kewenangan serta 
tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup 
bangsa indonesia berada dibawah kendali satu pemegang 
kekuasaan terpusat yang terdapat pada pemerintah pusat. 
Dengan demikian corak sistem pemerintahan tersebut 
adalah bersifat sentralisasi.
13
 Namun karena wilayah Negara 
republik Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai suku 
bangsa yang beraneka ragam, maka corak pemerintahan sentralis 
bukanlah tipe ideal sistem pemerintahan yang cocok untuk 
mengatur wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan 
beragam itu, untuk itu diaturlah corak pemerintahan  di Indonesia 
berdasarkan sistem pembagian kekuasaan anatar pemerintah 
                                                          
12Ni‟matul Huda, Ilmu Hukum , edisi I, Cetakanke 3, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2011), 218. 
13Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi, (Yogyakarta: Gajah 
Mada Press University, 1999), 77. 
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pusat dan pemerintah daerah berdasarkan corak desentralisasi 
sebagaimana tercermin dalam pasal 18 UUD 1945.
14
 
Bidang ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan 
pemerintah daerah yang bersifat wajib harus dikelola dengan baik 
di daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi secara 
nasional melalui daerah Pengelolaan bidang ketenagakerjaan di 
Kota Bandar Lampung seperti memberikan perlindungan hukum 
bagi tenaga kerja dan peningkatan kualitas produktivitas tenaga 
kerja merupakan roda pembangunan ekonomi daerah Pelayanan 
Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang ketenagakerjaan 
merupakan salah satu retribusi Kota Bandar Lampung yang 
berarti sumber pendapatan daerah untuk itu perlu dilakukan 
penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyᾱsah Terhadap Peran 
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan”. 
Dengan penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana 
kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan 
terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung dalam bidang 
ketenagakerjaaan, serta kendala-kendala yang dihadapi 
pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksannaan 
kewenangan tersebut sehingga dapat diwujudkan pemerintahan 
yang baik. 
 
C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah 
1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Fiqh Siyᾱsah Terhadap 
Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Dinas 
Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung. 
 
 
                                                          
14Ni‟matul Huda, Ilmu Hukum, 21. 
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D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan 
masalah dalam penelitian, sebagai berikut: 
1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 
berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan? 
2. Bagaimana analisis fiqh siyᾱsah terhadap Peran Dinas Tenaga 
Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 
Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 
2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyᾱsah terhadap Peran Dinas 
Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
 
F. Signifikansi/Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 
baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu: 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 
bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam 
mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di kota 
Bandar Lampung. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 
rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam 
Raden Intan Lampung mengenai pelaksanaan kewenangan 
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pemerintah daerah di kota Bandar Lampung. Penelitian ini 
juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah 
Daerah untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan 
Undang-undang. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Berdasarkan peninjauan dari beberapa penelitian yang 
sudah di lakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang 
berkaitan tentang ketenagakerjaan. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratminto, mahasiswa fakultas 
syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2011 yang 
berjudul “Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia 
(Studi Kompratif antara Undang-undang Nomor 13 tentang 
Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”. Skripsi ini secara umum 
menjelaskan tentang perjanjijan kerja dalam outsourcing 
menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan yang sudah sesuai dengan aturan yang 
terdapat dalam islam, sedangkan skripsiyang disusun lebih 
menekankan pada penerapan Undang-undang ketenagakerjaan 
tersebut dalam bidang outsourcing.
15
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnan Iskandar, fakultas 
syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Perbandingan 
Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan) menerangkan bahwa dalam hukum 
islam tidak ada larangan memberikan batasan dalam klausal 
perjanjian, kemudian mengenai kontroversi yang terjadi 
dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu.  
Yang diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan  disebabkan karena adanya 
perjanjian, kemudian mengenai diatur dalam Undang-undang 
                                                          
15Ratminto “Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi 
Kompratif antara Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum 
Islam” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 2011 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebabkan 
karena adanya penyalahgunaanyang dilakukan oleh pihak 
perusahaan, dimana perusahaan memakai pasal perjanjian 
tertentu untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas, skripsi 
diatas mengkaji tentang perjanjian kerja waktu tertentu terkait 
perbandinbgan antara hukum islam dengan Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan 
skripsi ini yang akan dibahas mengkaji tentang penerapan 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan terhadap sistem outsourcing.
16
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Angraeni,  yang berjudul 
“Hubungan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning 
Dengan Kepuasan Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja” 
fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan sebagai berikut:  
Ditinjau dari bukti langsung menunjukkan persepsi 
responden bahwa ruang pelayanan cukup bersih dan tertata 
rapih, namun demikian dilihat dari luas ruangan pelayanan 
masih belum memadai. Ditinjau dari daya tanggap 
menunjukkan bahwa petugas kurang siap membantu pencari 
kerja, apabila mendapat masalah dalam proses pelayanan 
pembuatan kartu kuning. Ditinjau dari jaminan menunjukkan 
bahwa petugas kurang memberikan kesan yang baik kepada 






                                                          
16Khusnan Iskandar “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus 
Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan)” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. 
17
Rini Angraeni “Hubungan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning 
Dengan Kepuasan Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja” fakultas syariah dan 
hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. 
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H. Metode Penelitian  
Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 
mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang 
sistematis.
18
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekan deduktif dan induktif 
alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif 
dan induktif  lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan 
untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka 
dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. 
Adapun langkah-langkah tersebut adalah: 
1. Jenis dan sifat penelitian  
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 
latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 
suatu unit sosial tentunya bersifat apa adapanya, individu, 
kelompok, lembaga atau masyarakat.
19
Adapun data-data 
lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan sejarah, 
struktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Dinas 
Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung. 
b. Sifat penelitian 
Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif 
analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah 
“Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 
ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau 
fenomena tertentu”.
20
Dalam penelitian ini akan 
digambarkan bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam 
                                                          
18Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41. 
19Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2010), 24. 
20Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Jakarta: 
Pradigma, 2005),58. 
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Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan (dalam kajian Fiqh Siyᾱsah). 
2. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang di terapakan oleh peneliti untuk di pelajari dan 
kemudian di tarik kesimpulannya.
21
Populasi dalam penelitian 
ini adalah Pegawai Dinas Ketenagakerjan Kota Bandar 
Lampung. 
3. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil 
dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 
tertentu, jelas dan lengkap dan dapat mewakili 
populasi.
22
Sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan 
khusus sehingga layak dijadikan sampel.
23
Purposive sampling 
adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karna 
ada pertimbangan tertentu, jika sampel tidak diambil secara 
acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti 
hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang 
kaitannya dengan masalah yang diteliti Yang menjadi sampel 
adalah Pegawai Dinas Ketenagakerjan Kota Bandar Lampung 
yaitu seperti Kabid Dinas Ketenagakerjaan, Masyarakat yang 
melakukan pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan, Staf 
Kasubag bagian umum yang memberikan data terhadap 
penelitian ini. 
4. Sumber Data 
a. Data primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya 
                                                          
21Sugiono, Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif dan R&R, (Bandung: Alfabeta, 2013), 117. 
22Ibid,125. 
23Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Bina Aksara,191), 102. 
 12 
dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh 
langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal 
dari lapangan.
24
 Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
dari hasil dokumentasi dan interview dengan Dinas 
Ketenagakerjan Kota Bandar Lampung dalam 
melaksanakan perannya terhadap Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Bandar 
Lampung (dalam kajian Fiqh Siyᾱsah). 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-
bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian 
ini, yang terdiri dari:
25
 
1) Bahan hukum, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan 
terdiri dari kaidah dasar, seperti peraturan perundang-
undangan dan peraturanperaturan lainnya, antara lain: 
2) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tentang 
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang 
Ketenagakerjaan. 
4) Buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari 
kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan 
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam 
penelitian ini. 
5) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, 
bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-
bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah 
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini. 
 
                                                          




5. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara(Interview) 
Wawancara merupakan percakapan yang memiliki 
maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara yangmengajukan pertanyaan dan 
terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaaan 
itu.
26
 Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis 
wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-
pertanyaan yang di ajukan tidak mengikuti panduan. 
b. Observasi 
Observasi merupakan suatu prosesyang kompleks, 
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang 
kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 
dan psikologis.Dua diantra yang terpenting adalah proses-
proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi 
digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar.Dengan ini 
penelitian dapat dengan mudah meperoleh data yaitu 
dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan 
interview kepada pihak terkait.
27
 
c. Dokumentasi  
Metode  dokumentasi  yaitu  mencari  data-data  
mengenai  hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, 
transkip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, 
agenda dan sebagainya.
28
 Metode dokumentasi penulis 
melakukan data tentang aktivitas terhadap pelaksanaan 
peran dinas tenaga kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
 
                                                          
26Lexy J. Moleong,Metode Penelitian Kualitati f(Bandung:  Remaja 
Rosdakarya, 2017), 186. 
27Ibid, 185. 
28Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis 
(Jakarta: PPM 2014), 41-43. 
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6. Metode Pengolahan Data 
Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap 
selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada 
umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
29
 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data 
yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan 
sudah sesuai dengan masalah; 
b. Rekonstruksi data (rekontrucing) yaitu menyusun ulang 
data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah 
dipahami dan diinterorestasikan; 
c. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data 
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 
masalah. 
7. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu peran dinas tenaga kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPerspektif 
Fiqh Siyᾱsah (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar 
Lampung). Kemudian dikaji dengan menggunakan analisis 
secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang 
menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambaran 
penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berfikir yang 
digunakan secara deduktif, dari suatu jawaban dan 
permasalahan pokok yang diangkat didalam penelitian. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
BAB I 
Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang 
Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 
                                                          
29 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2010), 144. 
 15 
Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika 
Pembahasan. 
BAB II  
Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang 
relevan dan terkait dengan tema skripsi. 
BAB III  
Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah 
mengenai peran dinas tenaga kerja dalam Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
BAB IV  
Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang 
didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah. 
BAB V 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau 
rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data 


































A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
Peran Dinas Tenaga Kerja di bidang ketenagakerjaan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara umum berjalan 
baik namun perlu ditingkatkan kembali kinerja pemerintah 
daerah, untuk itu secara khusus dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengimplementasi Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar 
lampung, diantaranya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 
Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Informasi Kesempatan 
Kerja, Hubungan Industrial dan Pelayanan Kartu Kuning. 
Terdapatstrategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam 
pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung, 
yaitu dengan melibatkan masyarakat, dimana dengan 
mengajak masyarakat berpartisipasi dan untuk mengikuti 
kegiatan pelatihan dan keterbukaan informasi dan 
bertanggungjawab, dimana informasi yang diberikan kepada 
masyarakat dapat diperoleh melalui papan pengumuman juga 
website yang ada. Kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar Lampung dalam pelayanan Ketenagakerjaan 
terbagi 2 (dua) yaitu segala bentuk penghambat dan  tidak  
tepat sasaran yang disebabkan oleh Pemkot atau pusat. 
Kemudian segala bentuk permasalahan yang disebabkan oleh 
faktor para pencari kerja maupun kondisi diluar Pemerintah 
Kota. 
2. Dalam pandangan Fiqh Siyᾱsah upaya yang dilakukan Dinas 
Tenaga Kerja sudah sesuai dengan syariat Islam dalam 
memberikan pelayanan bagi masyarakat sekaligus menjadikan 
lebih tertib sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari 
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perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia 
sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat memakmurkan 
bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan 
Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga 
harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lain 
nya dan seluruh alam. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan skripsi diatas, maka diperlukan 
perhatian yang lebih serius lagi atau peningkatan kinerja adalah: 
1) Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak  pekerja/buruh 
atas atas pelayanan dibidang ketenagakerjaan diletakkan 
dalam konteks yang lebih luas. Jika yang menjadi masalah 
adalah bagaimana peran dalam pelayanan dibidang 
ketenagakerjaan (bukan hanya tugas Pengawas dan Mediator 
Hubungan Industrial), maka fokus utama mestinya diarahkan 
bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam koordinasi 
teknis lintas sektor dilingkungan SKPD terkait, sehingga 
bidang ketenagakerjaan juga dianggap penting. 
2) Pegawai pengawas ketenagakerjaan harus lebih 
memaksimalkan fungsinya dalam hal pembinaan dan 
penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran norma 
dibidang ketenagakerjaan, Perlunya koordinasi yang jelas 
serta sosialisasi informasi yang merata bagi para pencari 
kerja, kemudian masyarakat khususnya para pencari kerja 
sekiranya melaporkan diri untuk didata di Dinas Tenaga 
kerja Kota Bandar Lampung agar distribusi pekerjaan 
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